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ORINEWS.id – Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan melakukan
gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terkait  hasil  Pilkada
Jakarta  2024.  Dalam  hasil  rekapitulasi  jenjang  kecamatan,
pasangan Pramono-Rano menang kontestasi satu putaran.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie mendukung langkah Tim RIDO
dalam mencari keadilan di Pilkada Jakarta melalui jalur MK.

Jimly pun yakin, MK nantinya akan menerima gugatan Tim RIDO.

“Walaupun kalah, tapi kan jutaan orang yang memilih dia. Jadi
pengadilan itu juga bukan soal menang kalah saja, tapi dia
problem solusi. Solusi kesalahan,” kata Jimly saat dihubungi
wartawan, Jumat (6/12/2024).

Jimly juga menekankan, gugatan ke MK juga bukan soal kalah
atau menang. Tapi juga sebagai wadah menunjukkan kepada publik
bahwa  ada  ketidakberesan  dalam  penyelenggaraan  pemilu  atau
pilkada.

“Karena ini bukan soal menang-kalah. Tapi kita mau menunjukkan
kepada rakyat, kepada sejarah. Ini ada yang tidak beres. Ini
penting untuk jadi catatan sejarah,” tegas Jimly.
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Jimly juga melihat gugatan paslon RIDO baik untuk kehidupan
demokrasi. Terlebih, sebagai penyelenggara pemilu jadi tahu
apa yang kurang dan perlu diperbaiki di masa depan.

“Supaya jangan terulang lagi di masa depan. KPU-Bawaslu ini
tidak beres kerjanya. Jadi ada gunanya juga (gugat ke MK).
Jadi  ini  bukan  sekadar  menang-kalah.  Ini  soal  memperbaiki
praktik penyelenggaraan pemilu di masa depan,” terang Jimly.

Dalil pemohon kepada MK, kata Jimly, harus memasukkan demi
memperbaiki kualitas pemilu di masa depan.

“Kuat  sekali.  Jadi  semua  ada  penjelasannya.  Asal  jangan
emosional,” tambah Jimly.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil-
Suswono  (RIDO),  Ramdan  Alamsyah,  menuding  Komisi  Pemilihan
Umum (KPU) tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada
Jakarta 2024.

Ia menyebut narasi KPU yang menyatakan rendahnya partisipasi
pemilih  karena  dianggap  Pilkada  dan  Pilpres  serta  Pileg
berdekatan sehingga memunculkan kejenuhan masyarakat sebagai
bentuk upaya cuci tangan.

“Ini  kan  KPU  sendiri  menarasikan  pemilu  kali  ini  terlalu
berdekatan (antara Pilpres dan Pilkada) dan masyarakat jengah.
Ini menurut saya narasi yang menurut saya pribadi dan menurut
kami tim, ini narasi yang memang terkesan cuci tangan,” ujar
Ramdan pada Kamis (5/11/2024).

Ramdan  menyoroti  rendahnya  partisipasi  pemilih  di  beberapa
Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di Jakarta Timur, di
mana beberapa TPS hanya mencatat partisipasi 15 hingga 23
persen.

Menurutnya, hal ini bukan sekadar akibat kejenuhan masyarakat,
melainkan  karena  kesalahan  administrasi  dan  kurangnya
sosialisasi  yang  dilakukan  KPU.
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“Nah karena tidak profesional yang sudah jelas-jelas bahwa
hampir di seluruh TPS terjadi penurunan daripada partisipasi
padahal pemerintah sudah mengintervensi tentang adanya hari
libur, kemudian diberikan keleluasan kepada masyarakat” kata
Ramdan.

“Yang  kami  temukan  informasi  pula  bahwa  sosialisasi  yang
dilakukan  selain  daripada  tim  teknis,  daripada  KPU  yang
memberikan  undangan  ini  tidak  cermat  dan  tidak  terampil,”
tambah Ramdan.

Selain itu, Ramdan juga mengkritik penyelenggara di tingkat
Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menurutnya banyak diisi
oleh orang-orang baru tanpa pengalaman yang memadai.

“Bahkan ada RT yang tidak mendapatkan surat suara, padahal
mereka biasanya bagian dari panitia. Ini menunjukkan buruknya
koordinasi KPU,” kata Ramdan.

Ramdan menegaskan bahwa masalah-masalah ini sudah dilaporkan
ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami  berharap  DKPP  bisa  mengusut  tuntas  pelanggaran  ini,
karena  dampaknya  sangat  merugikan  proses  demokrasi  di
Jakarta,”  katanya.

Tim Rido sebelumnya melaporkan jajaran KPU Provinsi Jakarta
dan KPU Kota Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP) karena dinilai tidak profesional dalam
melaksanakan Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya,  Ketua  KPPS  TPS  028,  Pinang  Ranti,  ketahuan
mencoblosi 19 surat suara milik Pramono-Rano pada 27 November
lalu.  Pakar  Hukum  Tata  Negara,  Bivitri  Susanti  tak  heran
dengan peristiwa kecurangan-kecurangan yang terjadi di setiap
gelaran Pilkada. Dia yakin, setiap pelaku kecurangan ada yang
mengorkestrasi atau memerintahkan.

Bivitri  menilai,  modus  ketua  KPPS  TPS  028,  Pinang  Ranti,



Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-
Rano bukan hal baru. Menurut dia, kecurangan juga terjadi di
Pilpres 2024.

“Dan ini menurut saya, ini adalah praktik dari penyalahgunaan
kekuasaan, karena para petugas itu pasti ada instruksinya,
enggak mungkin dia inisiatif sendiri,” kata Bivitri yang hadir
dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (2/12).

Bivitri  yakin  betul,  pelaku  yang  sudah  dipecat  oleh  KPU
Jakarta  tersebut  mendapatkan  iming-iming  dari  seseorang.
Sehingga melakukan pencoblosan terhadap surat suara Pramono-
Rano.

“Penyalahgunaan  satu,  tapi  juga  biasanya  dikuasai  dengan
Politik uang, maksudnya saya tahu dari kawan-kawan saya bahwa
adalah lazim dalam tanda kutip untuk bayar petugas-petugas itu
untuk nyoblosin,” terang Bivitri.

Sebelumnya, Ketua KPPS di Jaktim sengaja mencoblos belasan
surat suara untuk pasangan Pramono-Rano Karno dengan alasan
agar partisipasi pemilih meningkat.

Pelanggaran itu dilakukan di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti,
Kecamatan Makasar, Jaktim, pada Rabu (27/11/2024).

Komisioner  KPU  Jaktim,  Rio  Verieza,  menampik  ada  alasan
politis seperti arahan khusus dari pihak tertentu di balik
tindakan  melanggar  aturan  yang  diambil  oleh  kedua  petugas
tersebut.

“Berdasar pengakuan Ketua KPPS dan petugas Pamsung TPS, mereka
melakukan secara spontan. Tujuannya, agar laporan partisipasi
pemilih di TPS tersebut tinggi,” ucapnya.

“Sejauh  yang  kami  periksa  semalam,  ini  tidak  ada  unsur
politis. Jadi, kalau misalkan ketua KPPS itu dia beralasan
bahwa, kita hanya spontan saja gitu, hanya spontan. Menyuruh
petugas  ketertiban  supaya  absensi  artinya  partisipasi
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(pemilih) meningkat gitu. Itulah yang tidak betul. Bagaimana
pun itu tidak bisa dibenarkan,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, kata dia, ada 19 surat suara yang sudah
tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-
Rano  Karno.  Tindakan  itu,  kata  dia,  sudah  masuk  kategori
pelanggaran kode etik berat.

“Jadi, kami sudah memberhentikan per hari ini. Ketua KPPS itu
juga petugas Pamsung, karena sudah melakukan pelanggaran kode
etik yang menurut kami berat. Kemudian yang kedua adalah, kami
meyakini itu tidak masuk dalam kriteria PSU (pemungutan suara
ulang),” ucapnya.


